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Abstrak

Kekacauan dan teror yang terjadi di wilayah Papua menjadi isu nasional yang sangat
hangat saat ini. Konflik antara Organisasi Papua Merdeka dan aparat pemerintah
(TNI dan Polri) terus bergejolak tanpa ada tanda damai. Kekecewaan masyarakat
Papua terhadap pemerintahan Indonesia adalah awal dari konflik di tanah Papua.
Pada awal mula konflik ini respon pemerintah negara dalam menanggapi konflik ini
juga dinilai represif dengan minim pendeketan secara sosial-politik dan ekonomi.
Langkah yang represif oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini menarik

perhatian internasional untuk mendukung gerakan separatis ini. Upaya pemerintah



untuk menyelesaikan konflik ini juga belum tepat sasaran sehingga membuat konflik

ini terus berlanjut.

Kata Kunci : Organisasi Papua Merdeka (OPM); motif terorisme, motivasi

terorisme
Pendahuluan

Konflik di Papua sampai saat ini masih terus berlangsung dan kondisinya
semakin memanas. Konflik ini merupakan bentuk pemberontakan dari sekelompok
masyarakat Papua yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pada dasarnya konflik Papua muncul sejak dibentuknya suatu organisasi
yang berkehendak untuk membuat negara Papua Merdeka pada tahun 60’an.
Organisasi ini berawal dari rasa anti-Indonesia yang ditanamkan oleh Belanda untuk
melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia. Namun, Belanda kemudian melepas
pengaruhnya terhadap Papua setelah Indonesia berhasil mengambil hati komunitas
internasional dan Amerika Serikat untuk menyetujui bahwa tanah Papua menjadi
daerah tanggung jawab dan administratif dari Indonesia melalui perjanjian New York
tahun 1962. Kemudian usaha selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah
membuat Pepera tahun 1969 yang kemudian menghasilkan bahwa Irian Barat tetap

menjadi bagian dari NKRI.!

Organisasi Papua Merdeka justru semakin gencar memperkuat dan
memperluas jaringannya untuk melewan pemerintahan Indonesia dengan paham
yang mereka pegang bahwa Indonesia adalah penjajah bagi mereka masyarakat
Papua. Hal ini semakin diperkeruh dengan adanya berbagai macam faktor yang
menyebabkan kekecewaan atau ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap
pemerintah sehingga mendorong masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari
wilayah Republik Indonesia, yaitu faktor ekonomi dan sosial-politik. Dalam faktor

ekonomi ditemukan diskriminasi dan marginalisasi terhadap penduduk asli Papua

1 Ester Yambe Yabdi, Papua: Sejarah Integritas yang diingat dan Ingatan Kolektif. Indonesian Historical
Studies, vol. 2, no. 2, 2018, hal. 90.



karena banyaknya imigran dan pekerja dari luar penduduk asli Papua serta
banyaknya perusahaan tambang yang menggusur tanah milik masyarakat. Dalam
aspek sosial-politik pemerintah Indonesia melakukan kekerasan dan pelanggaran
HAM oleh aparat yang ditugaskan di tanah Papua. Kemudian masalah lain yang
termasuk dalam kesalahan sosial-politik terhadap masyarakat Papua adalah adanya
perbedaan status politik dan konstruksi sejarah dalam pengintegrasian Papua ke

Indonesia pada tahun 1969.2

Kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia tersebut
menjadi faktor pendorong dan bahkan dijadikan propaganda oleh OPM untuk
menarik perhatian aktor internasional agar ikut bersimpati dengan mereka. Bahkan
dengan adanya propaganda yang telah mereka gaungkan ke kancah internasional
terbukti menarik perhatian banyak pihak mulai itu aktor negara maupun non-negara
yang mulai bersimpati terhadap nasib masyarakat Papua di bawah pemerintahan
Indonesia. Isu HAM dan state violence menjadi isu yang sangat penting dan benar-
benar menarik perhatian negara lain untuk ikut campur dalam konflik Papua yang

sebenarnya merupakan konflik domestik negara Indonesia.

Organisasi yang terbentuk yakni OPM (Organisasi Papua Merdeka), pada
awalnya dianggap sebagai kelompok kriminal bersenjata dan memang merupakan
organisasi yang berjuang untuk mempertahankan wilayah dan memerdekakan
wilayah mereka dari kekuasaan penjajah yakni Indonesia. Namun, saat ini OPM
sudah dianggap sebagai kelompok teroris oleh pemerintah dengan nama Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat. Penetapan ini merujuk pada UU No. 5 Tahun
2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu; Terorisme adalah
perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat

menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau

2 Muhammad Angga Ramdhan, “Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model Counter
insurgency (COIN)”, Jurnal llmiah Hubungan Internasional, vol. 17 no. 1 (Mei, 2021), hal. 145.



kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik,

atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.?

Berkaitan dengan penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi
teroris, perlu diketahui motif dan motivasi dari gerakan ini. Selain itu, dengan
menganalisis pola dan tindakan serta dampak dari konflik ini, maka dapat diketahui
kategori bentuk konflik atau teror yang dijalankan. Dalam kasus ini, perlu juga
dianalisis upaya yang sudah dikerahkan oleh pemerintah dan rekomendasi yang
lebih baik dalam upaya penyelesaian terhadap konflik di Papua ini, mengingat konflik

ini masih terjadi.

Secara umum, motif gerakan yang dilakukan oleh OPM adalah motif politik.
Dalam motif ini, terorisme yang dilakukan adalah berupa penggunaan kekerasan
atau ancaman kekerasan pada tingkat negara dengan tujuan menimbulkan
kepanikan masyarakat, melemahkan atau menggulingkan secara permanen aktor-
aktor yang sudah mapan, dan mempengaruhi perubahan politik. Ini terkadang
berkembang menjadi perang gerilya (meskipun, tidak seperti gerilyawan, teroris
tidak dapat atau tidak mau merebut atau mempertahankan wilayah) dan bahkan
menjadi pengganti perang antar negara.* Motif ini merupakan motif yang paling
dekat dengan gerakan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bergerak

melakukan perlawanan atau terorisme.

Jika dilihat dari perjalanan konflik yang terjadi memang organisasi tersebut
melakukan tindakan yang menggunakan kekerasan dan mengancam serta
menimbulkan banyak korban dan kerusakan fasilitas publik. Namun, hal ini tidak
luput dari kausanya yang berasal dari pemerintah negara Indonesia sebagai
pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengatur wilayah NKRI termasuk
Papua. Negara dinilai tidak adil dan sudah mengecewakan masyarakat Papua.

Tindakan reperesif yang mereka (aparat) lakukan juga turut andil membuat teror

3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
4Tb. Ronny R. Nitibaskara, “Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis Dan
Hukum Pidana”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. Ill (Desember 2002), hal. 16



atau rasa takut kepada masyarakat Papua. Kondisi ini yang menjadi alasan yang
mendorong OPM untuk melakukan tindakan terorisme. Bisa dibilang alasan ini
menjadi pembenar terhadap apa yang OPM telah lakukan selama ini yaitu untuk
memperjuangkan cita-cita mereka untuk melepaskan diri dari ancaman pemerintah

Indonesia.

Sebelum menilai siapa korban dari konflik ini, harus terlebih dahulu
mengetahui sejarah dari OPM dan awal mula konflik ini terjadi. OPM terbentuk
karena hasutan dan campur tangan Belanda, hal ini tidak luput dari kepentingan
ekspansi dan ekonomi dari negara Belanda tersebut. Belanda juga berjanji akan
memerdekakan Papua menjadi negara sendiri. Pembentukan gerakan separatis ini
juga muncul atas kekecewaan historis masyarakat Papua terhadap pemerintah
Indonesia. Ferry Kareth mempersoalkan keabsahan Pepera. la berpendapat bahwa
Pepera itu tidak sah, sebab dilaksanakan di bawah tekanan. Pepera yang
dilaksanakan tahun 1969 itu, dilaksanakan dengan perwakilan, bukan one man one
vote sesuai New York Agreement. Sejarah mencatat bahwa masuknya Papua ke
NKRI karena direbut, bukan atas dasar keinginan rakyat sendiri. Setelah terbentuk
kelompok separatis di Papua, maka mulai muncul beberapa tindakan kekerasan dan
merusak fasilitas publik dan objek vital yang termasuk sumber pendapatan negara
seperti pertambangan. Tindakan ini tentu membuat pemerintah Indonesia mulai
bergerak dengan menurunkan pasukan dari pusat untuk mengamankan daerah
Papua yang terancam konflik tersebut. Namun, justru hal ini membuat konflik
bertambah semakin besar karena sikap represif aparat yang juga menimbulkan

korban.

Upaya pemerintah dalam menanggapi masalah ini juga penuh perdebatan
karena dinilai sangat militeristik untuk mengamankan daerah konflik di Papua dan
menjaga kedaulatan negara agar tidak lagi pecah dan terlepas dari wilayah
kedaulatan negara. Ditambah lagi dengan upaya pendekatan sosial-politik dan
ekonomi yang dilakukan negara Indonesia yang masih belum maksimal dijalankan

oleh pemerintah untuk menarik hati masyarakat Papua. Pemerintah dinilai masih



sibuk untuk melindungi properti negara dan wilayah tambang yang menghasilkan
pendapatan buat negara. Hal ini tidak seimbang dengan tingkat kesejahteraan bagi
masyarakat asli Papua. Pemerintah belum turut andil untuk melakukan pendekatan
sosial-politik secara langsung dengan masyarakat Papua sehingga sulit untuk
menarik hati dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat Papua masih gamang untuk
membela pemerintah Indonesia. Hal ini tentu dimanfaatkan oleh OPM sebagai celah
dan pelindung bagi mereka untuk melawan aparat pemerintah. Semestinya
pemerintah juga harus berjuang untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan politik
oleh masyarakat Papua dengan memenuhi kebutuhan dan mensejahaterakan

masyarakat Papua.®

Berdasarkan karakteristik bentuk perlawanan yang dilakukan oleh OPM,
dapat dilihat bahwa tujuan dan motivasi dilakukannya tindakan tersebut adalah
separatisme. Berdasarakan indentifikasi oleh Hoffman, motivasi kelompok separatis
dan gerakan otonomi daerah dengan etnik sebagai kekuatan dasarnya dan
melakukan penyerangan terhadap area keamanan maupun tindakan-tindakan yang
anti terhadap pemerintah lainnya merupakan termasuk dari motivasi Nasionalis-
Separatis.® Rasa anti-Indonesia yang sudah tertanam oleh sekelompok masyarakat
Papua itu yang menjadi alasan dan motivasi mereka untuk merdeka dan melawan
otoritas pemerintahan yang ada. Ditambah dengan etnosentrisme dan kesalahan
dalam integrasi Papua ke Indonesia yang dilakukan melalui referendum Pepera

pada tahun 1969 yang terindikasi adanya kecurangan.’

Ada sebagian orang berpendapat bahwa pemerintah Indonesia dalam konflik
ini sebagai pelakunya terorisme dengan melakukan kolonisasi. Namun, berdasarkan
sejarah awal mula konflik, agresi yang ditujukan ke Papua merupakan bentuk

perlawanan terhadap kelompok separatis OPM yang saat ini sudah berstatus

> Muhammad Angga Ramdhan, Loc. Cit.

6 Petrus Reinhard Golose, 2014, Deradikalisasi Terorisme, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu
Kepolisian,Jakarta, (selanjutnya disingkat Petrus Reinhard Golose Il) hal. 9.

7 CNN Indonesia, 21 Agustus 2019, “Perjanjian New York 1962 dan Pangkal Kisruh di Tanah Papua”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190820184732-20-423159/perjanjian-new-york-1962-
danpangkal-kisruh-di-tanah-papua.



menjadi organisasi teroris. Opini publik terkait hal tersebut memang muncul
dikarenakan status hukum dan status darurat militer yang belum jelas untuk
menumpas kejahatan yang dilakukan oleh OPM tersebut. Jika dilihat dari pola dan
tindakan yang diakibatkan dari aksi OPM ini, maka sangat jelas bahwa organisasi
ini sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai organisasi teroris. Oleh karena
itu, perlu upaya penumpasan terhadap organisasi tersebut dengan status darurat
militer yang jelas. Karena ketidakjelasan status yang diberikan untuk konflik di
Papua ini, membuat aparat menjadi ragu dan tidak maksimal dalam melakukan aksi
militer nya. Karena hal ini pula membuat aparat dan pemerintah hingga saat ini
masih dikekang dengan aturan HAM dan kemanusian.? Karena ini juga banyak LSM
dan negara lain yang masih mengecap bahwa pemerintah Indonesia telah

melakukan kekerasan negara atau state violence terhadap masyarakat Papua.

Berkaitan dengan tanggapan LSM dalam konflik di Papua, lembaga-lembaga
non-pemerintahan yang khususnya bergerak di bidang lingkungan juga ikut
bersuara terait dengan eksploitasi SDA di tanah Papua. Jadi, selain mengkritisi isu
HAM, beberapa LSM dan negara-negara pasifik juga mengkritisi tindakan
pemerintah yang merusak lingkungan dalam pembukaan Ilahan. Namun
kenyataannya, meskipun pemerintah memang benar sudah melakukan pembukaan
lahan dan merusak lingkungan, hal itu bertujuan untuk kepentingan pembangunan

di wilayah Papua.

Hal yang kemudian harus dikritisi sebenarnya adalah tindakan pemerintah
yang memarginalisasikan masyarakat Papua dalam kepemilikan usaha dan sebagai
tenaga pekerja. Hal ini menjadi salah satu pendorong masyarakat Papua untuk
memberontak terhadap pemerintah. Mestinya pemerintah harus mengikutsertakan
warga lokal untuk berkontribusi dalam perusahaan yang ada di wilayah Papua

tersebut. Pemerintah semestinya memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan

8 R66 Newlitics, 16 Mei 2023, “Polemik Di Papua - Connie Rahakundini: KKB Harus Dimusnahkan!!”,
https://www.youtube.com/watch?v=zybgxk3FOrg.



masyarakat di sana. Hal ini juga yang nantinya menjadi salah satu aspek yang bisa
menyelesaikan konflik di Papua. Aspek-aspek yang mendorong masyarakat untuk
melepaskan diri dan melakukan pemberontakan mestinya sudah bisa dikendalikan

oleh pemerintah sehingga bisa menurunkan gejolak yang terjadi di masyarakat.
Kesimpulan

Kekecewaan masyarakat Papua memang menjadi akar dari konflik ini.
Segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi disertai tindakan represif dari aparat
pemerintah benar-benar membuat masyarakat Papua bergejolak dan rentan untuk
dipengaruhi oleh pihak luar untuk memerdekakan diri. Faktor tersebut menjadi
alasan mereka sekelompok masyarakat untuk melepaskan diri dari pemerintahan
Indonesia sehingga terbentuklah kelompok separatis dengan motif kepentingan
politik. Terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menimbulkan teror
terhadap masyarakat sipil di sana, direspon dengan tindakan yang represif oleh
aparat pemerintah. Namun, kedatangan aparat bukannya meredakan konflik, justru
membuat konflik menjadi tereskalasi. Tindakan yang tidak tepat sasaran membuat

masyarakat sipil semakin merasa tidak aman.

Perlu adanya pendekatan secara ekonomi dan sosial-politik, hal itu juga
harus dibarengi dengan menyelesaikan masalah sosial dan kesejahteraan di sana
yang menjadi akar dari konflik ini. Pemerintah yang semula berfokus untuk
melindungi aset vital, pertambangan, dan properti milik negara (kepentingan
ekonomi) semata, harus turun dan mendekatkan diri dengan masyarakat di sana
untuk merangkul masyarakat termasuk mereka yang sudah menjadi bagian dari
OPM.
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